BUPATI KETAPANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KETAPANG
NOMOR: 28 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

BUPATI KETAPANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
Yang Bersih dan Bebas dari KKN serta melaksanakan
Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan
Aparatur Sipil Negara (LHKASN) di Lingkungan Instansi
Pemerintah, maka perlu diatur Tata Cara Penyampaian

Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyampaian
Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang;



Mengingat

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

1820);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3363);

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5698);



10.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang
Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada
Pejabat Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 230, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5943);



11. Peraturan Daerah Kabupaten Ketapang Nomor 10 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ketapang Tahun
2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Ketapang Nomor 59):

12. Peraturan Bupati Ketapang Nomor 43 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Ketapang
(Berita Daerah Kabupaten Ketapang Tahun 2016 Nomor
43);

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KETAPANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ketapang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
otonom.

Bupati adalah Bupati Ketapang.

Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai
negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada
instansi pemerintah.

5. Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat LHKASN
adalah daftar seluruh harta kekayaan ASN yang dituangkan dalam formulir LHKASN.

6. Tim Pengelola LHKASN adalah Tim yang membantu kelancaran pelaksanaan

penyelenggaraan pengisian formulir LHKASN.



BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai upaya mewujudkan ASN taat asas dan bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

BAB III
WAJIB LHKASN

Pasal 3

(1) ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ketapang wajib melaporkan LHKASN,
kecuali ASN yang wajib LHKPN.

(2) Dalam mengelola LHKASN, Bupati membentuk Tim Pengelola LHKASN yang ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LHKASN

Pasal 4

(1) ASN sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) wajib mengisi dan menyampaikan

LHKASN paling lama 3 (tiga) bulan setelah Peraturan Bupati ini diundangkan.

(2) Penyampaian LHKASN dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas

harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

(3) Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dalam
jangka waktu paling lama tanggal 31 Maret tahun berikutnya.

Pasal 5
ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), melaporkan harta kekayaan yang
dimiliki dengan mengisi formulir LHKASN sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6

Penyampaian LHKASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib disampaikan

kepada Inspektorat Kabupaten Ketapang.



BAB V
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

kepegawaian sebagai koordinator LHKASN.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

pengawasan untuk :

a. memonitor kepatuhan penyampaian LHKASN;

b. melakukan verifikasi atas kewajaran LHKASN;

c. melakukan Kklarifikasi kepada wajib lapor jika verifikasi yang dilakukan
sebagaimana dimaksud pada huruf b mengindikasikan adanya ketidakwajaran;

d. melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu jika hasil klarifikasi sebagaimana
dimaksud pada huruf c terindikasi adanya ketidakwajaran;

e. menyampaikan laporan pada setiap akhir tahun mengenai pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d kepada Bupati

dengan tembusan kepada Inspektorat Kabupaten Ketapang.

BAB VI
SANKSI

Pasal 8

ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang terlambat atau tidak melaporkan
harta kekayaan pada Perangkat Daerah di bidang pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 7 ayat (2) serta Pejabat di lingkungan APIP yang membocorkan informasi
tentang harta kekayaan ASN dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.



BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini

dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ketapang.

Ditetapkan di Ketapang
Pada tanggal 8 JULI 2019

BUPATI KETAPANG

TTD

MARTIN RANTAN

Diundangkan di Ketapang
Pada tanggal 8 JULI 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KETAPANG

TTD

FARHAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KETAPANG TAHUN 2019 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KETAPANG

EDI RADIANSYAH, SH.MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19700617 200003 1 001




LAMPIRAN
NOMOR
TANGGAL
TENTANG

: PERATURAN BUPATI KETAPANG

: 28 TAHUN 2019

: 8 JULI 2019

: TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN

HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN KETAPANG



